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Isi Abstrak   :  Tindak pidana kejahatan pencurian merupakan salah satu 
kejahatan yang paling sering terjadi dimasyarakat, Dimana melihat keadaan 
masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan 
pintas dengan mencuri, seperti yang dilakukan oleh terdakwa Tjhin Susanto 
alias Alvin alias Ming Ming terbukti secara sah melakukan tindak pidana 
pencurian kendaraan bermotor roda 4 (empat)  berupa mobil sedan BMW 
warna hijau metalik tahun 2003 dengan nomor Polisi B-8660-RE, dan akibat 
perbuatan tersebut terdakwa di vonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun 5 
(lima) bulan) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat  Nomor 
1042/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt. Rumusan masalah sebagai berikut : 
1).Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana  Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Pencurian Atas Barang yang Sebagian Milik Sendiri dalam Perkara Nomor 
1042/Pid.B/ 2016/PN.Jkt.Brt? 2).Bagaimana Pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Atas 
Barang yang Sebagian Milik Sendiri dalam  Perkara Nomor 1042/Pid.B/ 
2016/ PN.Jkt.Brt?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian  normatif yaitu 
yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder sebagai data 
utama sedangkan data primer sebagai data penunjang. yang berkaitan 
dengan tindak pidana pencurian. Kesimpulan Pertanggungjawaban Pidana  
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Putusan berdasarkan Putusan 
Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1042//Pid.B/ 2016/PN.Jkt.Brt yaitu 
dengan menerapkan pidana materiil pada pasal 362 KUHP dan perbuatan 
yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana pencurian biasa dan 
pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara adalah melalui tahapan 
pembuktian dan tahapan penjatuhan pidana.  


	Menurut Sudikno Mertukusumo, surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyamaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Di dalam KUHAP sendiri tidak diberik...
	1) Surat biasa, yakni surat yang sejak semula diperuntukan untuk membutktikan sesuatu.
	2) Surat di bawah tangan, yakni yang dibuatkan untuk pembuktian.
	3) Surat otentik, yakni berita acara dan surat-surat yang lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum (penyidik, Notaris, Hakim) yang dapat diperinci menjadi dua kelompok;
	4) Acta ambteljk, yakni akta otentik yang dibuat sesuai kehendak pejabat umum tersebut.
	5) Akte partij, yakni akte otentik yang dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat umum.

